Fukitm fadalah suatu sisting, lni ber
- arti‘bahwa peratoran-perataran hukum
i t1dak dapat dipandang secara sen-
- dlifi smdln ~tetapi-salu- sama lain sa-
-img berhubungan ]
#Sebeltim kita mengetahui apakah
Usistimthikum™ itu; maka terlebih da-
“hudu ¢ kita akan melihat; apakah yang
dn’naksud sebagai ”SISTi‘\A” ? 8
“LvMenutat Prof. Soebekti SH1).:
Awmuatuesistim adalah suatu susunan a-
tau tataan vang teraiur, sualu keselu-
wTuban. yang lerdid atas bagian-bagian

~yang-berkaitan satu sama luin, tersusun.

menurel suatu rencana atau poja, hasil
dari “suatu pemikiran, untuk menca-
pai suafu tujuan. Dalam suatu sistim
vang: baik, . tidak boleh ter_]ach suatu
pertentangan- atau perbenturan antsra
bagian-bagian tersebut, dan juga fidak
boleh.. terjadi sesuatu duplikasi atau
Tfumpang-tindih™’ {“overlapping”) di-
antara bagian bagian itu”,

Prof: Dr.-R.M. Soedikno Mertoku-
sumo SHZJ). memberikan pengertian
sistia secara lebih sedechana tetapi je-

s ; "Sistim ialah suatu kesafuan atau

suatu- kebuiatan di dalam mana setiap®

problembaru mendapatkan jawaban-
nya:”. Di-mang di dalam penjelasan-
nya beliau menyatakan bahwa di da-

1. Prof. Soebekti SH, Sistim Hulkum

Nasional Yang akan datang, termu-

- at-dalam Hukum dan Pembangunan

~Ne.:4 Tahun IX, Jul 1979, — Ig-

karta; Fakultas Hukum UL halam-
an 349,

2, Prof. Dr. R. Scedikno Mertaliien.

'PERANAN PENGADILAN DIDALAM SISTIM-KODIFIKASE”

: _ oleh -
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lam sistim itu sendin tidak menghen- .
daki adanya konflik, sehingga kalau- "
pun ‘ternyatz kemudian ada konfhk G
maka konflik itu tidak akan dlbmr* :
kan bertarut-larut. s
Apakah sistim-hukum it 7 Menu—
rut Bellefroid 3); “Sistim hukum ada-
lah suatu rangkalan kesatuan peratur-
an-peraturan hukum vang disusun se-
cara terfib menumt azas-aZasnya. Se-
pesti pengertian-pengertian hukum me-
rupakan unsur-unsusr daripada peratur-
an-peraturan hukum, maka peraturan-
peraturan hukum inilah- merupskan
unsur-unsur dagipada sistim hukum,
Adalah menjadi kewajiban’ itmu -hu-
kum untuk secara tertib . menyusun
UNSUr-unsus ini menurut azas-azas vang
dianut oleh masing-masing unsur da-
lam suatu sistimatik yang sempurna,”
Dari pengertian di atas, dapatiah
kita lihat bahwa unsuy yang terpenting
dari sistim-hykum adalgh °’ ‘peraturan-
peraturan hukum® dimana peraturan-
peraturan hukum dalam arfi luas da-
pat kita bagi atas 3 jeads, vaity ;
I. Peraturan-peraturan vang terben-
tuk oleh badan legislatip {dalam
©-artd luas). Jadi bukan hanya undang-
‘undang saja.
2. Peraturan-peraturan vang terbenimk
" ‘oleh pengadilan melalui putusannya
(Tudge made low),
3. Peraturan-peraturan vang terdapat
di dalam kebiasaan.

Sehingga lebih terperinci lagd, Lita
melihat adanya 3 unsur dad sistim-

hukum, masing-masing adalah; lemba-
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.ga-legistatip, lembaga pengadilan dan
.kebiasaar

11, SISTIM KODIFIKASL & SISTIM
. COMMON-LAW :

© Menum:t pandangan konvensional,
‘di dunia ini dikenal adanva 2 sistim-
shukum, yaitu -

‘a. Sistim-hukum kodifikasi ;

b. Sistim-hukum  fak tertulis (Com-

‘mon-dawy ;

" Walaupun tulisan ini  menyoroti
kiusus mengenai sistim  kodifikasi,
fetapi untuk dapat memperoleh peng-
ertian yang memadai tentang sistim-
kodifikasi itu sendiri, mau tak mau ki-
tapun harus membandingkannya de-
ngan sisdm Common-Law,

-a. Sistim kodifikasi;

= Sistim-kodifikasi ini dianut di-nega-
ra negara Eropah Koatinental teruta-
ma, sebagai akibat darl pengaruh hu-
kum Perancis yang beresepsi hukum-
Romawi. Indonesia sendiri berdasar
kan azas konkordasi menganut sis-
tim-kodifikasi ini.

Menurut Bellefroid %) pengertian
daripada kodifikasi adalah meagum-
pulkan hukum secara sistimatik di-
dalam kitab undangundang (De sysre-
matische samenvatting van het recht
in wetboeken wordt codificatie geno-
emd},

Menumt sejarahnya, kodifikasi hu-
kom sendiri sudah dikenal pada za-
man purbakala, vaitu salah satu kodi-
fikasi teriua di dunia adalash "CO-
DEX HAMMURABI” vang berasal
dari sekitar 17 abad sebelum Masehi.

Maksud kodifikasi adalah untuk
mewujudkan kepastian hukum ssba-
nyak-banyaknya, yang mengakibatkan
peraturan-peraturan  hukum menjadi
tercantum secara resmi dalam suatu
sistim tertentu 5) dag mengikat se-

4. Bellefroid, dikutip oleh Mr. Dre. E.
Utrecht Penganter Dalam Hukum

Far A imemmmrens Toabtrmawdtem e motode . 4.

kit daw Pemodngunan

mua pendudak di dalam wilayab suaty
NEgAra.

Lebih eksirim lagi pandangan
Scholten ©), bahwa meaksud kodifi-
kasi supava tidak ada hukum lain dj-
tuar “hukum vang sudah di kodifisiv
tadi.

Khusus menyangkut peradilannya,
maka berdasarkan sisiim  kodifikag
ini, hakim hanya terikat padas undang-
undang dan tidak terikat kepada pre-
sedent seperti halnya pada sistim
Common-Law. Hal ini dapat kita B-
hat di-Indonesia sendir, dengan: ada-
nva keteniuan fasal 1917 XK. U.H.
Perdata yang mengatur bahwa pufus-
an pengadilan hanva mengikat para
pihak dan tidak mengikat hakim. De-
ngan lain kata, tidak berlaku azas
YSTARE DECISIS™ ataw azas “THE
BINDING FORCE OF PRECEDENT?

sepert halnya pada negara-negars vang
menganut sistim Common-Law.

Hakim menurut sistim-kodifikasi
berfikir secara deduktif, dan metho-
de vyang digunskan Hakim adalah
"SUBSUMPTIE” dan USYLLO-
GISME™. ]

Kalay dihubungkan dengan fujuan
daripada hukum it sendid, maka
sistimm  kodifikasi ini menganut pan-
dangan fujuan hukum dari Prof. Van
Kan 7) yang menyatakan bahwa ;
Hukum bertugas menjamin adanya
"KEPASTIAN HUKUM (rechiszeker-
heid) dalam pergaulan manusia.

b. Sistim-Common-Law :

Sistim Commouw-Law ini dianut
oleh negara-negara Anglo-Saks, antara
lain; U.5.A, Inggeris, Ausiralia, dan la-
in lain. Pada sistim commonlaw cir-
ciri vang dapat kifa temukan adalah ;

i. Bahwa sistim-hukum Common-Law
vang dimulal pembentukannysa de-
ngzn penzklukan Inggeric oleh raja

[=23

. Ibid.
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!liiam {the Congueror) dari Nor-
smandia dalam tahun 1066, 8). me-
- 'lttakkdn peranan yang csensy xe-
'_-.'---paéa ‘para hakim dan pengacara
T yanu tercabung dalam perkumpul-
ian-perk profesi  hukum
y g'._d_mamakan Inns of Court.
2.-;Dél_ai’_n, sistim  Common-Law pada
: "umumnya tidak terdapat hukum
lertulis.

istim (()mmrm-] aw pende-
hukum para vurist adalah
EmD, s'.dan pragmatis. Para Hakim-
"znya bel‘flkii‘ secara indaktif; yvaitu
igl _pu_f;z.isan vang kongknt/kasuis-
Uitis kearah T'principle”
4, Pemikiran tentang hukum pada sis-
tim . Common-Law berpusat pada
perkara di muka persidangan peng-
“adilan ‘Dalam hubungan ini terke-
nal“batasan hokom dad  OQliver
‘Wendel Holmes ) yang menyata-
Kans “The prophecies of what the
courts will do in fact, and nothing
Hore prefentious, are wihat [ mean
by the law ™,

5. Common-Law sebagai suatu sistim-
hukum yang uniform bagi Inggeris
menghapuskan hukum-kebiasaan lo-
kal, sehingsa kebiasaan sangat mi-
nim peranannya sebagai sumber-hu-
kum.

6. Sumber-hukum yang terutama pada
sistim Common-Law adalah putus-
an-pengadilan (Judge Made Law/
case law).

7. Pembedaan antara “Hukum Publik”
dan "Hukum Privat” di dalam- sis-
tim' Common-Law hampir tidak di-
kenal, yaitu karenz adanya pan-
dangan “the unity of the low™
Sebagal akibat tidak adanya pem-
bedzan itu, maka kita lihat bahwa
persengketaan mengenai hukum-ad-

ministrast dimmasukkan ke dalam kom-

petensi pengadilan biasa.

8. Dalam sistim  Common-Lew ada
lembaga-lembaga dan pengertian-

8 Praf A Talir Thseemends Do oo s

pengertian hukum vang fidak dik
nal pada sistim-kodifikasi, sepect

trust, bailment, congideration, dan .

sebagainva.

c. Keuntungan dan keiemahan kedua
sistim di atas ; R
Setelzh kita melihat masingmasing

ciri khas dari kedua sistim-hulum- d

atas, maka baik sistim kod1f1ka51 mau

pun sistim Common-Law memiliki ke

kurapgannya masingsmasing. b\,

~ Keuntungan dari sistim-kodifik
adalah karena kepastian hukum je-
bih terjamin dengan dituangkannya

peraturan-perafuran hukum dalam

bentuk tertulis.-

- Kelemahannya, oleh karena dengan |
sistim-kodifikasi maka pembuatan,
hukum satu-satunya adalah lemba-
gelegistatif, padahal di dalam ke-
nyataan kita telah mengetahui sen- |
diri betapa lambannya lembaga et~
gistatif di dalam memproses terbep-
tuknya suatu undangundang, S_e—':j
dangkan kebutuhan masyarakat se- -
cara cepat selalu berubah, D¢ dalam
menyesuaikan diri dengan kebufuh="
an hukum warga-masyarakal yang"
dinamis itu, lembaga legislatif akan
senantiasa teylambat merﬁenuhmy'a_
dengan produk perundans nndang~ '
annya. ’

— Keuntungan dari sistim-Common
Law adalah sebaliknya dengan mu’
dah dapat mengikuti kebutnhan
masyarakat yang dinamis, oleh Ka-
renanya sifatnya yang fidak ter—_
tulis. o

- Kelemahannva terutama karena ti-'_
daX menjamin *adanya ”kepastian_
hukum™, '

d. Bagainana di dalam Kkenyataan-
nya?:
Di dalam kenyataannya, antara sis-
tim-kodifikasi dengan sitim Common-

Law itu tidak ada perbedaan vyang

tajam/muilalk.
Dapat kita lihat bahwa memang
Py . Ry Tals . . S o DU S
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ems«gems interpretasi ;

wetasi gramatikal; penafsxmn
1gimelihat dard segi tata-bahasa.
Tiimana dalam hal mengenai istilah-
istilah hukum yang menunjukkan
pengertan hukum feknis, harus pu-
a dibaca dalam pengertian hukum-
‘fiya. "Sebab ada kalanya bahasa
'-.‘hukum mempunyal arfis tersendm

deh karena suatu sistim ilarus
mehjawab sendin permasaizhan-
emikian pula dengan kekosong-
an " undang-undzmg, harus gegera di-
lengkapi.

" Disinilah peranan Pengadilan vang
“dengard putusan Halim bertugss untuk
'melengkapz kekosongan-kekosonganan
; yang terdapat pada kodifikasi itu.

“Tadi Hakimlah vang bertugas untuk
:meﬂg;m dan menjelaskan undangun-
“dang dengan jalan "INTE RPRETASI”,
‘sehiriged dengan “senjata” interpretasi-
lah undang-undang itu  akan dileng
kapi.
.. dati bshass umum, misalnyez; Pe-
- " ‘pgeriian orang dalam bahasa-Indo-
B hesia'umum identik dengan manu-

' perdata orang diariikan subyek-
hukum, vang meliputi; MANUSIA
dan BADAN-HUKUM, baik badan-

hukum privat (BT, Koperasi, dan

" lain-lzin) juga badan-hukum publik.

‘— Interpretasi historis; . penafsiran

Cyang mémperhatxkan tergadmya un-

dang-undang tersebut, artinya me-

ngikuti proses sidang di-DPR/Parle-

“men pada saat masih berupa naskah
‘usul sampal berlakonva kelak se-
bagal undang-undang.

- Interpretasi sistimaris ; penafsiran
berdasarkan sistimatika perundang-
undangan ; vaitn membandingkan
~dengan’ cara melihat pada perun-

[ . S [ U

dangan yang bersangkutan. :
— Interpretasi sosiologis; Disini hakim

memperhatikan sepenubnya keada--'

an-keadsan di dalam masyarakst

Selain  dengan “interpretasi® di
atas, Hakim juga menggunakan cara-
cara seperti; Pemecahan sscara® g
contrario, analogi, dan lain-Iain.
b. Azas-hukom ;

Sebagai suatu sistim, maka imku}n-_

pun sudah menyiapkan dirinya nntuk

menjamin konsistenst di dalam dmnya
dimana Hakim sebagal pefugas uniuk
mengisi kekosongan sistim-hukuim itn

dapai senantiasa melaksanakan tugas-'

nya dengan baik.

Untuk itu, hukumpun telah ‘me-
nyediakan sejumlah azas-azas vang
penterapaniya nanti merupakan salah-
satu cara Hakim untuk mengisi dan
melengkapi kekosongan unciang—"ti‘x':-
dang tersebut.

Dengan azas-azas hukum ini pula-
lah, Hakim di dalam penierapannya
dapat mengatasi kelemahan sistim: ko~
difikasi tadi. :

Sebagal contoh. sava berikan di-
bawal inl beberapa azas hukum, anta-
1a iain ;

-~ LEX SPECIALIS DEROGAT LEX
GENERALIS Undang-undang
vang bersifai khiuses mengenvam-
pingkan undang-undang yang ber-
sifat amum jika pembuatnya sama,

— LEX POSTERIORE DLROGAT
LEX PRIORI Undang-undang
yang berlaku belakangan membatai
kan undangundang vang beraku
terdahulu.

iV, BEBERAPA CONTOH PERA-
NAN PENGADILAN MENGISI
KELEMAHAN KODIFIK ASE B
DALAM PRAKTEK :

Aliran  historls cenderung untuk
menganggap bahwa adalah suatu ke-
musiahilan bahwa HUKUM KODIFIL-
EASI yang kaku dan lambat n,u. mam-
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Hn Laanirplony. Beanh,

dengan penterapa,n fd,sal

”Pt RBUATAN M}_LA-

putus‘mn
Ianuarz 19 19,

_emudmn dcngan
nggai 31

'__ehgan mehhat Lontohmontoh di
-1terbukt11ah betapa peranan -peng-

__.I ah I\arena kas.asn

'_ndang—Undang Hukum Di- -

landa (Lsmya sama éulx,an Id 'terapan ataran hu}\um yang sud

'muat d1 dalam kodlfikaSl

“dan: kesemgama penaf&ran SEIL:

1 ana Indonesm) pengertmn ba-_- L

da}am ._f_asa_l-1t_u', yang._se_belum_—j_.__ “mang pengadilan. tmgkat kasas

'__--_.:'1dg1 seper‘cl pengddﬂan ntgcn dd ne
g adilan: b.mdmg yang bertug'
. nksa pemsnwanya mclmnkan pemerit
" Usaan kasasi terbatas, ‘pada’ peng n
'-"tentang sudah. bunar -atau |

r '.'_suatu pbnSiIWdff&ktd :

ang: . v 'va KESKMPU{AN

e ':antara lam du,ngan konsmtm

itu d1m aksuid

Mengapa dennklan ¥ Kare_

"PENERAPAN - HUKU MZ

1 Slstnn kodlfikdsl sepem halny d(,- RETERN
ngan sxstun«hukum pada nmum-

" nya ‘memiliki kelemahar-kelemahan
~yang merapakan i
S dayaan. L
2 .'__Te,tapx sebaﬂai suatu szshm yangt
:'-ﬁ'dak mcnﬂhcndakz ddmya Lonflik

' fat kodmh kebu

' di dalam  dirinyd; akan sen
secepatnyd meng,atam konflik it

kembangan masydmkat yang,

'.dneka—ragdm adat—mtmdai ddn suku




K odifikasi

_I*;E_EF.IKAS.I:HUKUM. S . apapun juga asalkan iidak' ;
waty sistinm-kodifikasi tidaklah ber- tangan dengan ketertiban . u_m:,zm
-arti mematikan sama sekali serta kesusilaan dan kemanusiaan, ="

smenutup tempat sama sekal bagi 5. Justru dari apa yang dlszmpulkan_'-f_ .
_hukum-kebiasaan, sebab dengan di- di atas, kesimpulan skivr vang da-
é;m"tnya Usistim terbuka” atau® o patkita ambil, adalah beta apa bg,gdv~.__'
Tazas kebebasan berkosfrak’ das ' ava peranan pengadilan & {idlam”

lam  kodifikasi hukum-perjanjian sistim-kodifikast itu sendim.
misalnya, maka masyarakat dapai .
oanembuat peyanjian dalam bentuk W ogyakarta, 21 Oktober] 981

' Tmﬁm@ LAIN YANG DIPERGUNAKAN -

N Dr f\uimud 8&:11131 SH. 1(??1”()!.'?er v Hulkwm dow !’mgaf}zm qta
ukum f.vm’musm Bdndurw Penerbit Tassita, 1977,

‘__I»;f,i:._ LJ__ an Ameluomm !’enﬂanmr Flin Ifz,_l\um (teqems.h
mnd bddmoj Jakarta; N{Jordhoff hc&ff NV, 2957
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